
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UrARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UrARA

NOMOR  41   TAHUN 2018

TEI喘】NG

PENJABARAN PERrANGGUN∝ AWAB岨  ヽPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELAN」A DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA ttHUN ANGGARAN 2017

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Daerah Nomor & Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2OL7 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Bela4ja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OL7;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Repubik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambal.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

Mengingat : 1'

2.

4.



5.Undang― Undang Nomor 33 Tahun 20斜  tentn■ g Perimbangan

Keuangan antAra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

lLcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004・ Nomor 126,

Tambahan bmbaran Negara Reputt lndonetta Nomor 4438);

6. Undang―Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinman

Daerah〔Lembaran Negara Republik lntbnesia Tahun 2014 Nolrnor

5587)seb― a telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenttg Perubaharl kedua

atas Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerrltahan

Daerah(Lembnran Negara Republik lndonetta Tahl・ ‐ 2015 Nomor

58,Tambahnn Lemb― n Negara RepuЫk hdonesia Nomor 5679);

7, Peraman Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang ttman

Daerah(Lembaran Negara Republik hdonetta Tahun 2005 Nomor

136,Tttbahan Lembaran Negara Repubttk lndonesia Nomor 4574);

8. Peraturan PcIIlerintah Nomor 55 Tahm 2005 tentang Dana

Perimbangan iLttnbaran Negara Republik hdoncsia Tahun 2005

Nomor 137,TatnbahAn LembaFan NegaFa Republik lndonesia Nolnor

4575);

9。  Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tel■ tang Sistem

lnfoェ■l.asI Keuangan]Daerah eembな an Negara Repubttk lndonesia

Tahur1 2005 Nonlor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4576};

10,Perattran PcttEnntnh Nolnor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuallgan Daerah eembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 NoIInor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesia

Nomor 45781;

11.Peraturan Pememtnh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan【nctta lnstansi Pemerintah(bmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan LembaraFl

Negara Repubttk lndoneЫa Nomor 4614};

12.Peraturan Pemerintah Nonlor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Iを回 血 饉 an Daerah kepada R甕」 htah,Laporan

Keterangan Pctta興饗騨二薔aWaban Kepala Daerah kepada D…

Pepalgilan Rttat Daerah,dan lnformasi Lttr領l Penyelen塁額m
pelnerintahan Daerah kcpada Masyarakat(Lembaran Negara

Republik hdoneda Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia NoIIlor 4693};
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13.Peraturan Pcnlerlntah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

AkuntansI Pemerintahan (Lembarall Negera Republik lndOnesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Ncgara Republik

lndonesia No‐ or 5165);

14.Peraturan Menten Dalam Nege五  Republik lndonesia Nolmor 13

Tahun 2006 tentang Pedolnan Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagalrnana tclah diubah beberapa kali terdiF dengan Peraturan

Mente五 Dalam Negeri Nolnor 21 Tahun 201l tentang Perubahan

Kedua atas Peraman Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedomarl Pengelolaan Keuangan Daerah;

15。 Peraturan Menten D鍵 1,7n Negen RepuЫk lndonett Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar AkuntansI Pememtahan

Berbぷs AImal pada Pemerintah Daerah;

16.Peraturnn Mcllteri Dalam Negerl Republik lndonesia Nomor ll

Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi 脳

…
 Peraturan

Dacrah tentang Pertangrgiawal関 腱  Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Bd劉崎a Daerah dan Rancangan Pcraturan Kepala

Daerah ttntang ttbaran Pertan_jawaba.l Pelaksan卸

Anggaran Pendapatan dan tthゴ a Daerah;

17.Peraman Daerah Nomor l Tahl]■  2010 tentang Pokok― Pokok

Pengelolaan Keua■ lgan Daerah ProvinsI SumateFa Utara(Lembararl

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor l,Tambaharl

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera UttnFa Nomor l);

18.Peraturan Daerah NonLor l Tahun 2017 tentnng Anggaran

Pendttatan輸 Bel冽崎a Daerah Provinsi S― atera Utara Tahun

Anggaran 2017{Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2017 Nomor l,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Uttara Nomor l};

19。 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan

Anggaran PenⅢ atan dan BNel測輔a Daerah Provind Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2017 1Lenabaran Daerah… SumJ。ほ Uttara

Tahun 2017 Nomor 101;

20。 Perattran Gubernur Nomor 4 Tahun 2017  tentang Rロ ゴabaran

Anggaran Pendapatan極 Bcltta Daerah Pr赫 si Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2017(Berita Daerah Prolvinsi Sulnatera Uttara

Tahun 2017 NoIIlor 4)sebagaimaFla telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Pc・ raturan Gubemur Nomor 55 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubeml】 r sumatta Utara Nonlor

4 Tahun 201l tentang p劇苺abararl ttan Pendapatan dan
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Menetapkan : PERATURAN

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7

{Berita Daerah Provinsi Sumatera UtaraTa}run 2017 Nomor 55};

2l.Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2AW tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belar{a Daerah Provinsi

Sumatera Utara.Tahun Anggaran 2CI17 (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

GUBERNUR     ttNTANG PEN」ABARAN

PERTANGGUNG」 AWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELAN」 A DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

ANGGARAN 2017.

Pasal l

Realisasi Anggaran Pendapatan dan

2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Peadapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Iain-lain Fmdapatan yrrg Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Lar:.gsuag

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Hibah

3). Belanja Bantuan Sosial

a). Bela4ia Bagr Hasil

5). Belarrja Bantuan Keuangan

6). Belanja Tidak Terduga

Jumlah Eielaqia Tidak l"angsung

b. Belanja Langsung

1)" Belanja Pegawai

2). Belanja Barang dan Jasa

3). Belarfia Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jurnlah Belanja

Surplus/{Defrsit}

Belanja Daerah Tahun Anggaran

Rp. 5.287.469,401.500,04

Rp. 6.928.134.939,913,00

Rp.    19。 233.540.126,06

Rp 12.234.837.881.539,10

Rp. 3.140.130.713.120,00

Rp. 2.987.423.174.742,00

Rp.               0,00

Rp. 2.029.470.741.512,00

Rp.     2.443.753.800,00

Rp.    14.974.513.200,00

Rp  8.174.442.896.374,00

Rp.   111.765。 770。470,00

Rp. 2.313.207.402.407,00

Ro.  1.919.452.035,914,00

Rp. 4.344.425.208.791,00

Rっ。12.518_868.105.165.00

Rp. (284.030.223.625,90)



3. Pembiayaan

a. Perrerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

SiIPA sebelum Koreksi

Koreksi SiIPA

SiIPA setelah Koreksi

Rp. 1.167.706.526.836,12

Rp.      42.179.7800,00

R,。  1.125.526.746.836,12

Rp.   341.496.523.210,22

Rp.            10.00〕

Rp.   841.496.523.210,22

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 tercantum dalqrn Lampiran I yang merupaka* bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Guhernur ini.

Pasal 3

Ringtcasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran latrroran realisasi

an88aran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 tercantum dalam Larapiran II yang menrpakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Guhernur ini.
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Pasal 5

Peraturan Gubernur iai mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur furi dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan,

pada tanggal 3O Agustus 2O18

PJ.GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EKO SUBOWO

Diundangkan di Medan
pada tangga1 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

RoSABRINA

BERITA DAERAH PROⅥNSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan
KEP

Pembina (IV/C)
NIP。 195902271980031004


